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DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTANSELA'TAN,
a. bahwa dalam rangka optimalisani kincrja Dina

Pemberdayaan Masyarakat dan Dcsa perlu pcrurnu wn
Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinan Pernbcrdayuan
Masyarakat dan Desa;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Sclatan
Nomor 11 Tahun 2016 temang Pcmbentukan dr n Bumrnan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,
dan Peraturan Gubernur Kalimantan Sclatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organ; a i,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinni
Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perurnusan,
fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnakaud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubJik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pernbentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangnn (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183
Tam bah an Lembaran Ncgam RcpubUk Jndone8;~
Nomor 6398);

PERATURAN OUBERNUR KAI~JMAN'fAN Hf!:LA'fAN
NOMOR ClIo TAHUN 2()20

T.EN'fANO

TUGAS, FUNOSI, DAN URAJAN TUOMi
DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DE. A

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
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4. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Apararur
Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indone \n Nomor 5494}~

5. Undang-Undang Nomor 23 Tohun 2014 ten tang
P mcrintahnn Daeruh [Lcrnbaran NCJVlr8 Rcpublik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana Lelah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua Alas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Perncrintah Nomor 42 Tahun 2004 ten tang
Pernbinaan Jiwo Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri SipiJ
(Lembamn Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142);

7. Peraturnn Pcrn rintuh Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pen elolann Unng Ne ara/Daerah [Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tarnbahan
Lembaran Negnra Rcpublik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pernbantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tam bah an
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

9. Peraruran Pemerintah Nomor S3 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114. Tam bah an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Presiden Nornor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 199);
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9.

8.

7.

5.
6.

Gubemur adaJah Gubemur Kalimantan Selatan,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Kalimantan Selatan.
Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Kallman tan Selatan.
Sub 8agian adaJah Sub-sub 8agian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan
M.asyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan.

Seksi adalah seksi-sekai pad a Bidang-bidang di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan.

3.

4.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerab adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur Kalimantan Selatan sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PERATURANGUBERNURTENTANGTUGAS, FUNGSI DANURAIAN
TUGASDINASPEMSERDAYAANMASYARAKATDANDESA.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

15.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tabun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100);
Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

13.

- 3-
t

•



Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kesatu
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal2
(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pemberdayaan

rnasyarakat dan desa;
b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
C. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan lembaga

kemasyarakatan;
d. pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat;

e. pelaksanaan kebijakan pembangunan desa;
f. pembinaan, pengawasan dan peengendalian unit pelaksanan teknis daerah;

dan
g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

(3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. meng~rdinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
pemenntahan desa;

c. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;

d. mengoo:runasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan
ekonomi masyarakat;

e. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan
desa;

f. membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis daerah:,

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIANTUGAS

]O. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan k.esejahteraan masyarakat dengan meningkatkanpengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemarnpuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

11. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan u~
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alarn dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat pennukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

12. Lernbaga k.emasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan
mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
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c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan

g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengeloIaan administrasi kepegawaian.

(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

b. menyu~un program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Oesa;

a. penyusunan program, koordinasi,
penyusunan program dan rencana
Masyarakat dan Desa;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi
dan pelaporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

pengendalian
Pemberdayaan

pembinaan dan
kegiatan Dinas

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal3

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai
tugas mengkoordinasikan,membina dan mengendalikan penyusunan rencana
dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan
umum dan administrasi kepegawaian.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi sebagai berikut:

g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
a. Sekretariat;
b. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
c. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar;
d. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
e. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan;
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g. KelompokJabatan Fungsional.
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Pasa15

(1) Sub Bagian Keuang~ dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
huruf b mempunyru tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran
penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset. '

(2)

Pasal4
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3
ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan
rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna penyusunan rencana

strategis;
d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana

kegiatan;
e. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

f. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

g. menyiapkan bahan dan me1aksanaan kerja sama penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung Jawaban
dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;

i. :~nYiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program;

j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(1)

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat;

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
c. Sub Bagian Umwn dan Kepegawaian.

- 6-
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Pasal6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan
kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan kepro tokolan ,
organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat

menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan
masyarakat dan kepro tokoIan, organisasi dan ketatalaksanaan serta
administrasi kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat
rnenyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta
kepegawaian;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan
ekspedisi;

d. menyiapkan bahan, rnengelola arsip dan menyusun jadwaJ retensi serta
penghapusan arsip;

e. menyiap~ bahan~ rnengelola fasilitas kerumahtanggaan, serta
mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan

dan aset;
b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana

anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;

e. menyiapkan bahan dan memproses dokumen perencanaan anggaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

a. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan me.nyusun
Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Urut;

f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi
keuangan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
i. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan

tunjangan;
J. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan

pertanggungjawaban keuangan;
k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
I. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun

eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
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(3) Bidang Bina Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1J mempunya umian tugas sebagai berikut:
a menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan desa;
b. menyusun program, mengoordinasikan, rnembina, mengatur dan

mengendalikan administrasi pemerintahan desa;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan kerja sama pemerintahan desa;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pengelolaan keuangan desa;

c. penyusunan program, koordinasi, pem binaan, pengaturan dan
pengendalian pengelolaan keuangan desa;

d. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan dan
pengendalian pengelolaan aset desa;

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian penataan desa; dan

f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian evaluasi perkembangan desa.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Pernerintahan Desa

Pasal 7
(1) BidangBina Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)

huruf b mempunyai tugas rnengoordinasikan, membina, rnengarur dan
mengendalikan penyelenggaraan admlnistraai dan kerja sarna dcsa,
pengelolaan keuangan dan aset desa serta penataan dan evaluasi
perkembangan desa.

(2) Bidang Bina Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (IJ mempunyai lungsi sebagai berikut:
a. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan dan

pengendalian administrasi pemerintahan desa;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan

pengendalian kerja sama pemerintahan desa;

f. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatnn hubungnn mllhYM/jl!n dIm
keprotokolan ;

g. menyiapkan bahan anallsa dan evaluasl cfcktivitan orWlOiNlHd dan
ketatalaksanaan;

h. menyiapkan bahan dan mcnyusun daftar nornlnatlf dun duftJ}r urut
kepangkatan pegawai;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan Iaailitani penltaian kincrja peYjJWI:tJ;
j. menyiapkan bahan dan memproscs adrninintrani mutaui kepegawnlan;
k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
I. menyiapkan bahan dan mengeloJa informasi kepegawaian;
m. menyiapkan bahan pernbinaan pcgawai; dan
n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
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PasalB

(1) Seksi Administrasi dan Kerja Sarna Dcsa scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis,
konsultasi, fasilitasi dan supervisr pcnyelenggaraan adminietrasi dan
pengembangan kerja sama pernerintahan desa.

(2) Seksi Adrninistrasi dan Kerja Sarna Desa dalarn melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis,

konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan administrasi dan
pengembangan kerja sama pernerintahan desa;

b. mengumpulkan, rnengolah, menganalisis dan menyajikan data
penyelenggaraan adrninistrasi dan kerja sarna pemerintahan desa;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan
administrasi pernerintahan desa;

d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan kerja
sama pemerintahan desa;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi pemilihan kepala desa;

f. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas
perangkat pemerintahan desa;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;

h. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi pengembangan sarana dan prasarana administrasi
pemerin tahan desa;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan superviar pengembangan jaringan kerja sama antar
pemerintahan desa;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi pengembangan jaringan kerja sarna antara
pemerintahan desa dengan lembaga lainnya;

c. menyuaun program, mcngoordlnnnlknn, rnembinn, merWfltur dan
mengcndallkan pengololuun unot dcnu:

f, rncnyusun program, mcngoordlnaulkun, rncmblna, mengatur dim
mengcnduJikun pcnutuun deuu:

g. mcnyusun program, rncngoordinunlknn, mcrnbina, mengatur dan
rnengendalikan cvaluusl perkcmbangnn dC(IIJ; dun

h. rnelaksanakan tugas Jain scaunl dcngan bldung tUPIJ1J dan kewenangannya.
(4) Bidang Bina Pemerintahan DC6ll scbugulmnnn dimaknud pada ayat (1) terdiri

atas:
a. SeksiAdmlnistras! dan Kcrja Bnmu Desa;
b. Seksi Keuangan dan Aset Desa: dan
c. Seksi Penataan dan Evaluasi Perkernbangan Dena

9-



Dipindai dengan CamScanner

Pasal9
(1) Seksi Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)

buruf b mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset
desa.

(2) Seksi Keuangan dan Aset Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegi.atan bimbingan teknis,

konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan
keuangan dan aset desa;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data keuangan
dan aset desa;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan
penatausahaan serta penatausahaan keuangan desa;

d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan
penatausahaan aset desa;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
Iasilitasi serta supervisi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan
belanja desa;

f. menyiapkan bahan dan me1aksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi penatausahaan keuangan desa;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi penyusunan laporan realisasi anggaran desa;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
desa;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi inventarisasi dan identifikasi aset-aset desa:,

k, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan SUpeI'VlSl
pembentukan Badan Pennusyawaratan Desa dan Badan Musyawarah
Desa;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi
pengembangan dan peningkatan kapasitas anggota Badan
Pennusyawaratan Desa dan Badan Musyawarah Desa;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria penyelenggaraan administrasi dan pengembangan kerja sarna
pemerintahan desa;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dala.m bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan administrasi dan pengembangan
kerja sarna pemerintahan desa;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan bimbingan
teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan administrasi
dan pengembangan kerja sama pemerintahan desa;

p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan bimbingan
teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan administrasi
dan pengembangan kerja sama pemerintahan desa; dan

q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

- 10-
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Dipindai dengan CamScann-er

Pasal 10

(1) Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penataan desa dan evaluasi
perkembangan desa.

(2) Seksi Penataan dan Evaluasi Perkernbangan Desa dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
8.. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimhingan teknis,

konsultasi, fasilitasi dan supervisi penataan dan evaluasi perkembangan
desa;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data potensi,
penataan serta perkembangan desa;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis invenrarisasi dan
identifikasi potensi desa;

d, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penataan desa;
e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis evaluasi perkembangan

desa;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasl.

fasilitasi serta supervisi inventarisasi dan identifikasi potensi desa:

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, kon ultasi,
fasilitasi dan supervisi penyusunan profildan pemetaan potensi desa;

h. menyiapkan bahan dan meJaksanakan bimbingan teknis, konsultaei,
faeilitasi dan supervisi pengemban gan, pemanfaatan dan pemberdayaan
potenei desa;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan dan pemanfaatan tata
ruang de ;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknia, konsuJtaei.
fasilita8i dan aupervial pengernbangan serta peningkatan partisi pas i
masyarakat dalarn penataan desa;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi penatausahaan aset-aset desa;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
Iaailitasi dan SUpel"VlSI penyusunan laporan pertanggungjawaban
pemanfaatan aset-aset desa;

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria pengelolaan keuangan dan aset desa;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan bimbingan
teknis, konsultasi, Iasilitasi dan supervisi pengeloJaan keuangan dan aset
desa;

o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan bimbingan
teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengeJoJaan keuangan dan aset
desa;dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
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Dipindai dengan CamScanner

Bagian Keempat
Bidang Kelembagaan Masyarakat dan SosiaI Dasar

PasaI 11
(1) Bidang Kelembagaan Masyarakat dan SosiaI Dasar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal2 ayat (4)huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina,
mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kelembagaan
masyarakat dan sosial dasar.

(2) Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan

pengendaIian pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pengembangan dan peningkatan sosial masyarakat;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pengembangan dan peningkatan pelayanan sosial dasar; dan

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan
pengendalian pengembangan dan aktualisasi budaya masyarakat.

(3) Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosia! Dasar dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kelembagaan

masyarakat dan sosial dasar;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan

mengendalikan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan;

c. menyusun program, mengoordinasikan, mernbina, mengatur dan
mengendalikan pengembangan dan peningkatan sosial masyarakat;

d. menyusun program, mengoordinasikan, mernbina, mengatur dan
mengendalikan pengembangan dan peningkatan pelayanan sosial dasar,

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi evaluasi perkembangan desa;

I. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi penyusunan laporan perkembangan penataan desa;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria penataan dan evaluasi perkembangan desa;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuanj unit
kerja dan instansi terkait dalam bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan
supervisi penataan dan evaluasi perkembangan desa dan status desa;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan bimbingan
teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penataan dan evaluasi
perkembangan desa;

p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan bimbingan
teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penataan dan evaluasi
perkembangan desa; dan

q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

- 12 -
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Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

(1) Scksi Pengembangan Lernbaga Kemasyarakatan sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 11 aya\, (4) huruf a mcmpunyai tugas melaksanakan dan memberikan
bimbingan tcknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan
pcningkatan pernberdayaan lembaga kemasyarakatan,

(2) Seksi Pengernbangan Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. rnenyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan

peningkatan pernberdayaan lembaga kemasyarakatan;
b. mengumpulkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi,

rnengolah, menganalisis dan menyajikan data lernbaga kemasyarakatan;
c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan

peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyamkatan;
d. rnenyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun

rencana pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga
kernasyarakatan;

e. menyiapkan bahan dan mel.aksana.kan bimbingan teknis, kcnsultasi,
Iasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan pemberdayaan
lernbaga kernasyarakatan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengernbangan dan peningkatan pemberdayaan Iernbaga kemasyarakatan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan;

h. menyiapkan bahan dan rnelaksanakan kerja sama dengan satuan
keTja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan
peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;

I, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan
pengernbangan dan peningkatan pernberdayaan lembaga kemasyarakatan;

j. rnenyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan
peningkatan pemberdayaan lernbaga kemasyarakatan; dan

k. melaksanakan tugas Jain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

. mcnyusun program, mengoordlnnslkun, rnembina, mengatur dan
m ng ndnliknn oktunJisnsi don pcngembangan budaya masyarakat; dan

f. mcluksnnnknn tugns lnin sesuni dengan bidang tugas dan kewenangannya,
(4) Bidnng Kelembagann Mnsynrnkat dan Sosial Dasar sebagaimana dimaksud

pudn nynt (1) terdiri alas:
a, Sekai Pengernbangnn Lembaga Kernasynrakatan;
b. Seksi Pengernbangan Kapasitus Masyarakat: dan
c. Scksi Soslnl Dasar dan Budaya Masyarakat.

- 13 -

•



Dipindai dengan CamScanner

Pasal 13
(1) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (4) huruf b mcmpunyai tugas melaksanakan dan memberikan
birnbingan teknis, konsultasi, faailitasi dan supervisi pengembangan dan
peningkatan kapasitas rnasyarakat.

(2) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan mcnyusun rencana kegiatan pengembangan dan

peningkatan kapasitae masyarakat;
b. mengumpulkan, rnengolah, menganalisis dan menyajikan data kapasitas

masyamkat;
c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan

peningkatan kapasit.as masyarakat;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identiftkasi

kapasitas masyarakat;
e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun

rencana pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan serta

peningkatan pengetahuan masyarakat;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan serta

peningkatan keterampilan masyarakat;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi

pengembangan ekonomi keluarga;
1. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi

pengembangan kewirausahaan masyarakat;
J. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan

kemitraan daJam pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,

fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas
masyarakat;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
Iasilitasi dan supervtsi peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pengembangan dan
peningkatan kapasitas masyarakat;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan
pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;

p. me~yiapkan baha~ dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan
penmgkatan kapasitae maeyarakat; dan

q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
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Dipindai dengan CamScanner

Pasal14
(1) Seksi Sosial Dasar dan Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan
bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi peningkatan dan
pemberdayaan layanan sosial dasar serta aktualisasi dan pemberdayaan
nilai-nilai budaya masyarakat.

(2) Seksi Sosia! Dasar dan Budaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan peningkatan dan

pemberdayaan layanan sosial dasar serta pemberdayaan nilai-nilai budaya
masyarakat;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data layanan
sosial dasar dan nilai-nilai budaya masyarakat;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan dan
pemberdayaan layanan sosial dasar;

d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk telmis pengembangan dan
pemberdayaan nilai-nilai budaya masyarakat;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi
layanan sosial dasar masyarakat;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi
nilai-nilai budaya masyarakat;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan dan
pemberdayaan layanan pendidikan masyarakat;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan dan
pemberdayaan layanan kesehatan masyarakat;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan dan
pernberdayaan layanan kesejahteraan sosial masyarakat;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan {asilitasi aktualisasi nilai-nilai adat
dan budaya masyarakat;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelestarian, pengembangan
dan pemberdayaan adat dan budaya masyarakat;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelestarian, pengembangan
dan pemberdayaan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan
kemitraan dalam peningkatan dan pemberdayaan Jayanan sosial dasar dan
budaya masyarakat;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial
dasar dan budaya masyarakat;

o. menyiapkan bahan dan me1aksanakan bimbingan teknis, konsuttasl,
fasilitasi dan supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam
peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya
masyarakat;

p. m~n~apkan. bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kritena penmgkatan dan pemberdayaa.n layanan sosia1 dasar dan budaya
masyarakat;

q. me~yiap~ ~ahan ~an me1aksanakan kerja sarna dengan satuan
kerjaj unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan peningkatan dan
pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;
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Dipindai dengan CamScanner

a. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa; dan
b. Seksi Pengembangan Jaringan dan Kemitraan Ekonomi Desa.

mengatur dan
usaha ekonomi

mengatur dan
usaha ekonomi

mengatur dan
usaha ekonomi

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina,
mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan
budidaya;

c. menyusun program, mengoordinasikan, mernbina,
mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan
pengolahan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, mernbina,
mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan
pemasaran;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pengembangan kemitraan usaha ekonomi masyarakat; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
kewenangaannya.

(4) Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pasal15
(1) Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan
mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi des~ dan
pembangunan ekonomi kawasan perdesaan serta pengembangan kemitraan
usaha ekonomi masyarakat.

(2) Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1J mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan

pengendalian pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi desa;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan

pengendalian pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; dan
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan

pengendalian pengembangan kemitraan usaha ekonomi masyarakat.
(3) Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam melak.sanakan tugas

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun bahan pernmusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi

masyarakat;

r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan peningkatan
dan pemberdayaan layanan sosia! dasar dan budaya masyarakat;

s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja peningkatan dan
pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat; dan

t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
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Dipindai dengan CamScanner

Pasal16
(1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan
bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan
pemberdayaan usaha ekonomi desa.

(2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan

pemberdayaan usaha ekonomi desa;
b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sektor

usaha ekonomi desa;
c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan

pemberdayaan usaha ekonomi desa;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sektor

usaha ekonomi desa;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan

dan pemberdayaan usaha ekonomi desa;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan

pemberdayaan usaha ekonomi budidaya;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan

pemberdayaan usaha ekonomi pengolahan;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan

pemberdayaan usaha ekonomi pemasaran;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan

pernberdayaan usaha ekonomi jasa;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan dan

pengembangan badan usaha milik desa;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,

fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi
desa;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi desa;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan
kemitraan dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi desa;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi desa;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pengembangan dan
pemberdayaan usaha ekonomi desa;

p. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan
pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi desa;

q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan
dan pernberdayaan usaha ekonomi desa; dan

r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
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Pasal17
(1) Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan dan Kernitraan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan
dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan superviai
pembangunan ekonomi kawasan perdesaan dan pengembangan jaringan
kemitraaan usaha ekonomi masyarakat.

(2) Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan dan Kemitraan dalarn
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian
tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan

ekonomi kawasan perdesaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi
masyarakat;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ekonomi
kawasan perdesaan dan kemitraan usaha ekonomi masyarakat;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan ekonomi
kawasan perdesaan;

d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan
kemitraan usaha ekonomi masyarakat;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sektor
ekonomi kawasan perdesaan;

E. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identirIkasi
kemitraan usaha ekonomi masyarakat;

g. m.enyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan serta m.enyusun
rencana pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembangunan ekonomi
terpadu kawasan perdesaan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan
kemitraan usaha ekonomi masyarakat;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi pembangunan ekonomi terpadu kawasan perdesaan:

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi pengembangan jaringan kemitraan usaha ekonomi
masyarakat;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
Easilitasi dan supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan ekonomi terpadu kawasan perdesaan dan pengembangan
jaringan kernitraan usaha ekonomi masyarakat;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria pembangunan ekonomi kawasan perdesaan dan pengembangan
jaringan kemitraan usaha ekonomi masyarakat;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan
kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam pembangunan ekonomi
kawasan perdesaan dan pengembangan jaringan kemitraan usaha ekonomi
masyarakat;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pembangunan
ekonomi kawasan perdesaan dan pengembangan jaringan kemitraan ueaha
ekonorni masyarakat;

- 18 -
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(. melaksanakan tugas lain See uai den tu n
kewenanga nnya,

(4) Bidang Pengembang n Ka 'asan Perde II d
8Y8t (1J terdiri atas:
u. Sek' Pengembangan, I In ufl ( n umber dan TC'knoJo .

Tepat Guna: dan
b. Sekai Pembangun \ dan

Bagian Keenam
Bidang Pengcmbangan Kawasan Perdesaan

Pasal 18
(1) Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan sebngaimana dirnakaud dnlnrn

Pasal 2 ayat (4) huruf e mernpurryai tugas mengoorrlinnsiknn. rnernbinn dan
mengendalikan pengembangan dan pernbangunan kawnsan perdesann.

(2) Bidang Pcngcmbangan Kawasan Perdesaan dalam mel k. n knn tug
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mcmpunyai Iungsi seba i berikut:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinnan, pen turnn d U1

pengendalian pengembangan dan pernanfaatan surnber d yn nlurn
perdesaan;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinann, pen rtu an d n
pengendalian pengernbangan dan pemanfaatan teknologi t pat guru
perdesaan;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinnnn, pengnturnn d an
pengendalian pernbangunan, pengembangan dan pernnnfr t n nann
kawasan perdesaan; dan

d. penyusunan program, koordinasi, pernbinaan, pengaturun dun
pengendalian pembangunan, pengernbangan dan pernanfaatan pra mana
kawasan perdesaan,

(3) Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dalarn melak nukan tuga
sebegaimana dimaksud pads ayat (11mempunyai uraian fuga acbuw.U berikut:
a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengernbangan kawa an

perdesaan;
b. menyusun program. mengoordinasikan, membina, rnengarur dun

mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan umber daya alam
perdesaan:

c. menyusun program, rnengoordinasikan, membina, rnengatur dan
mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat gums
perdesaan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengarur d n
mengendalikan pembangunan, pengembangan dan pemanlaatan r IUl
kawasan perdesaan:

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina,
meng ndalikan pembangunan, pengembangan dan pe
kawasan perdesaan; dan

p. menyusun laporan kincrja pembnngunan ekonoml knwnsnn perd 11iJO dun
pengernbangnn jaringan kcrnitrann usnha ckonomi mnsynmknt; dun

q. mclaksanakan tugas Jain sesuai dcngan bidnng tUg08 dan kcwennngnnnyn.
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Pasal19
(1) Seksi Pengembangan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat

Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a mempunyai
tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi
dan supervisi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alarn dan
teknologi tepat guna perdesaan.

(2) Seksi Pengernbangan, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat
Guna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat
guna perdesaan;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sumber
daya alarn dan teknologi perdesaan;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya alarn perdesaan;

d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk telmis pengembangan dan
pemanfaatan teknologi tepat guna perdesaan;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identiftkasi dan
pemetaan potensi sumber daya alarn perdesaan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya alarn perdesaan;

g. menyiapkan bahan dan meIaksanakan inventarisasi dan identifikasi
teknologi tepat guna perdesaan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengkajian dan penerapan
teknologi tepat guna perdesaan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemanfaatan teknologi
tepat guna perdesaan;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemanfaatan swnber daya alam
perdesaan;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat
guna perdesaan;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alarn dan teknologi tepat
guna perdesaan;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan
kemitraan dalam pengembangan dan peman£aatan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna perdesaan;

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alarn dan teknologi
tepat guna perdesaan;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna dengan satuan
keria/unit kerja dan instan si terkait dalam kegiatan fasilitasi
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat
guna perdesaan;
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Pnsnl 20
(1) Seksi Pembangunan Snrann dun Prnsnrnnn Knwnsnn PordefSlIllll Achup)IJrnlUlu

dimaksud dalam Pasal 18 nyut (4) huruf b rnempunynl fUf{IHt mc:lllkrillWlkllll
dan memberikan bimbingan tcknis, konsul tmil, futli HI11ftI dun nupcrvlnl
pernbangunan pembangunnn dan pemnnfantnn snrnnu don prnunrnnn knwnnnn
perdesaan.

(2) Seksi Pembangunnn Sarana dan Prasnrnnn Kawusnn PerdC91l11n dulnm
rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (I' mernpunyal uraian
tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fa llitaai

pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdcsaan:
b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sarana dan

prasarana perdesaan:
c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknls pembangunan sarana

kawasan perdesaan;
d. menyiapkan bahan dan rnenyusun petunjuk teknis pembangunan

prasarana kawasan perdesaan:
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana

dan prasarana kawasan perdesaan;
f. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan serta menyusun

rencana pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan {asilitasi pernbangunan sarana dan

prasarana kawasan perdesaan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemeliharaan, perawatan
dan pernanfaatan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, koneultasi,
fasilitasi dan supervisi pembangunan sarana dan prasarana kawasan
perdesaan;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknia, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi perneliharaan, perawatan dan pemanfaatan sarana
dan prasarana kawasan perdesaan;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,
fasilitasi dan supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sarana dan
prasarana kawasan perdesaan;

I. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan
kemitraan daIam pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;

m. m~n~apkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kritena pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan~

p. menyiapkan bahan dan melaksnnuknn pemnnrnunn Ie UjllhUl ",.""huhl
pengernbangnn don pernnnfnntnn "umber duyu nhuu dill) fd(noJf)~' ",put
guna perdesann:

q. rnenyiapkan buhnn dun menyusuu lnpornn IcincrJu (UH'W"H' r>~IIH"mtHlllp)m
dan pemnnfnntnn sumber dnyn nlum dnn IcknnloHl t"p"1 Hurl" pt:rctr,rt..,UI~
dun

r. rnelaksnnakan tugns lain sesuni dengnn bldung h'IRlHl d, n kowonnngnnnyu.

- 21



Dipindai dengan CamScanner

BAB m
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasa124
(1) Sekretariat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin

oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(2) Masing.masing bidang dipimpin oJeh seorang KepaJa Bjdang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah
tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap keJompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin dan dikoordinasikan oleh seoarang tenaga fungsional senior yang
ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4J Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal22
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal21
Pembentukan tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis
Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana diatur dalam
Pasal 2 ayat (4) huruf f diatur kemudian dengan Peraturan Gubemur.

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna dengan satuan
kerja/unit kerja dan instansi terkait dalarn fasilitasi pembangunan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan fasilitasi
pembangunan dan pemanfaatan saran a dan prasarana kawasan
perdesaan;

p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi pembangunan
dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan perdesaan; dan

q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATANTAHUN 2020 NOMOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1.1 AIr, t tto~

SEKRETARIS DAERAH PROVINSl
KALIMANTAN SELATAN,

)1-
ABDU~HARIS

SAHBIRIN NOOR

Ditetapkan di Banjannasin
pada tanggal 'L1- IrfC"1l

Pasal26
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 25
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 0140 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Pungsi,
dan Urman Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017
Nomor 140), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) Masing-masing sub bagian di sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.

(4) Masing-masing seksi di masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oJeh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawah
kepada masing-masing Kepala Bidang.
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